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ABSTRAK 

 

Dalam penerbitan sertifikah hak atas tanah sangatlah perlu untuk membuktikan tentang 

kepemilikan hak atas tanah dan dapat dibuktikan jika dikemudian hari terjadi sengketa hak atas 

tanah, dalam menentukan hak atas tanah jika terjadi peralihan hak, maka kedua belah pihat 

harus benar-benar dapat dibuktikan dengan surat sah pemegang pertama di dialihkan kepada 

pihak kedua dalam pembuatan sertifikat ha katas tanah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Tujuan 

penelitian ini adalah  untuk mendeskrisikan tata cara pendaftaran peralihan hak milik atas tanah 

dengan jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, setiap peralihan hak milik atas tanah 

dengan perjanjian jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT yang dibuktikan 

dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam 7 hari kerja sejak 

penandatanganan akta, wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor 

Pertanahan khususnya di Kantor BPN setempat dengan membawa berkas-berkas pemohon 

yang diperlukan. Terkait dengan mekanisme ini sangat perlu action dari pemerintah supaya 

penerbita sertifikat tersebut lebih cepat dan efisiensi. 

 

Kata Kunci: Tanah; Hak Milik; Peralihan Jual Beli. 

 

ABSTRACT 

 

In the issuance of land title certificates, it is very necessary to prove the ownership of land 

rights and can be proven if in the future there is a dispute over land rights, in determining land 

rights if there is a transfer of rights, then both parties must be able to be proven with a valid 

letter from the first holder transferred to the second party in making a land title certificate. 

This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. 

The purpose of this study is to describe the procedure for registering the transfer of land 

ownership rights by sale and purchase. The results of the study show that, every transfer of 

land ownership rights with a sale and purchase agreement, after the transfer of rights is carried 

out by the PPAT as evidenced by a deed of sale and purchase, then the PPAT concerned within 

7 working days from the signing of the deed, is required to register the transfer of land 

ownership rights at the Land Office, especially at the local BPN Office by bringing the 

necessary applicant files. Related to this mechanism, action is very much needed from the 

government so that the issuance of the certificate is faster and more efficient. 

 

Keywords: Land; Ownership Rights; Transfer of Sale and Purchase. 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam berbagai perkembangan 

sekarang ini begitu banyak yang berubah di 

setiap tempat di tambah lagi berbagai 

kepentingan yang berbeda-beda, disisi lain 

juga baik kejahatan yang sering terjadi 

salah satu seperti sengketa tanah mulai dari 

masyarakat sampai kepada  pemerintah, 

bahwa sering muncul pertikaian diberbagai 

daerah. Maka pemerintah sebanarnya harus 

mailto:fariamanlaia292@gmail.com


   Jurnal Profile Hukum 
e-ISSN : 2986-1624  Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari 2025 

Efektifitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Jual Beli 
Oleh  : Fariaman Laia 

39 
 

benar-benar memberikan solusi yang lebih 

baik dalam menanggapi setiap persoalan 

yang terjadi. Sebagaimana  juga amanat 

dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 

1945 negara Indonesia adalah Negara 

hukum. Sebagai Negara hukum sudah pasti 

pada penerapan hukum itu sendiri harus 

memperhatikan equality before the law 

sebagai acuan dalam menghadapi persoalan 

didalam hukum sehingga dapat 

diperhatikan hal-hal yang dialami oleh 

setiap masyarakat itu sendiri.1 Maka dari itu 

pemerintah dan masyarakat harus sama-

sama membangun komitmen bersama 

untuk mewujudkan ketertiban dan 

kedamaian di setiap daerah. Negara 

Kesatuan iRepublik Indonesia iyang 

berdasarkan iUUD i1945 iadalah 

negaraihukum i(konstitusional) iyang 

memberikan ijaminan idan memberikan 

perlindungan iatas ihak-hak warga iNegara, 

antara ilain ihak iwarga negara iuntuk 

imendapatkan, imempunyai dan 

imenikmati ihak milik. Dalam Pasal 2 

Undang-undang Pokok Agraria atas 

dasarimenguasai idari inegara, maka 

menjadi ikewajiban ibagi pemerintah 

melaksanakan ipendaftaran itanah 

diseluruh wilayah Negara iRepublik 

Indonesia. Selain imelindungi itanah ijuga 

mengatur  

hubungan ihukum ihak iatas tanah 

imelaluiipenyerahan isertifikat sebagai 

itanda ibukti hak iatas itanah ibagi 

pemegangnya2. Dengan adanya peran 

pemerintah dalam memberikan 

perlindungan hukum maka akan jarang 

sekali bisa ditemukan sengketa tanah, maka 

dalam dinamika politik sekarang ini 

pemerintah juga harus benar-benar 

memperhatikan hal demikian karena orang 

Indonesia sekitar 28,64% adalah petani.  

Hak iatas itanah iadalah ihak iyang 

imemberi ikewenangan ikepada iseseorang 

yang imempunyai ihak iuntuk 

imempergunakan iatau imengambil 

 
1 Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2024). 

Implementasi Hukum Pertanggungjawaban Pejabat 

Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual 

Beli Tanah. Jurnal Panah Keadilan, 3(2), 8-17. 

imanfaat iatas itanah tersebut.Hak imilik, 

ihak iguna iusaha, ihak iguna ibangunan, 

ihak ipakai, ihak isewa, hak membuka 

itanah, ihak imemungut ihasil ihutan. iDari 

ibeberapahak iyang itertera idi iatas hak 

iyang ipaling iunggul iadalah ihak imilik 

isebab ihak imilik idapat imenjadi iinduk 

dari ihak-hak ikeperdataan iatau 

ikebendaan iyang ilain, idalam 

iKUHPerdata idi jelaskan bahwa ihak 

imilik iadalahhak iuntuk imenikmati isuatu 

ibenda idengan ipenuh idan bebas, 

isepanjang itidak ibertentangan idengan 

iundang-undang idan imelanggar ihak 

orang ilain. 

Untuk imendapatkan isertifikat 

iperlu idiadakan ipendaftaran idi ikantor 

pertanahan ikarena ipendaftaran itanah 

imerupakan ikegiatan iyang isangat 

ipenting sebagai ibuktihak iyang ikuat 

iterhadap ihak iatas itanah iuntuk 

imembuktikan kepemilikan ihak iatas 

itanah isecara isah idan ikuat idihadapan 

ihukum. Didalam ketentuan iPasal i37 iayat 

i(1) iPeraturan iPemerintah iNomor i24 

iTahun i1997 itentang Pendaftaran iTanah, 

imenyebutkan ibahwa“Setiap iperalihan 

ihak iatas itanah idan ihak milik isatuan 

irumahsusunmelalui ijual ibeli ihanya 

idapat ididaftarkan ijika dapat dibuktikan 

idengan iakta iyang idibuat ioleh iPejabat 

iPembuat iAkta Tanahiyangberwenang 

imenurut iketentuan iperaturan iperundang-

undangan yang berlaku. Dimana 

pendaftaran ihak iatas itanah iini imenurut 

ketentuan iPasal i19 iayat i(1) UUPA iyang 

merupaka ipembuktian iyang ikuat 

imengenai ihapusnya ihak imilik iserta 

sahnya iperalihan iatas itanah itersebut. 

Berdasarkan iketentuan iPasal i1 

ayat i(1) iPeraturan iPemerintah iNomor 

i24 Tahun i1997 itentang Pendaftaran 

Tanah, menyatakan ibahwa i“Pendaftaran 

itanah adalah irangkaian ikegiatan iyang 

dilakukan ioleh ipemerintah isecara iterus 

menerus, berkesinambungan idan iteratur, 

2 Andrian iSutedi. 2005. iPeralihan iHak 

iAtas iTanah idan iPendaftarannya. iJakarta: iSinar 

iGrafika. 
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meliputi ipengumpulan, ipengolahan, 

pembukuan, idan penyajian iserta 

pemeliharaan idata ifisik idan idata yuridis, 

dalam ibentuk ipeta idan daftar imengenai 

bidang-bidang itanah idan isatuan irumah 

susun, itermasuk ipemberian surat tanda 

bukti ihaknya idan ihak imilik iatas isatuan 

rumah isusun iserta ihak-hak tertentu yang 

membebaninya”. Dalam iPasal i19 iayat 

i(1) UUPA imerupakan iketentuan yang 

ditujukan ikepada ipemerintah iuntuk 

menyelenggarakan ipendaftaran itanah idi 

seluruh iwilyah iRepublik iIndonesia, iyang 

sekaligus imerupakan idasarhukum ibagi 

pelaksanaan ipendaftaran itanah idalam 

rangka imemperoleh isurat itanda ibukti 

hak atas tanah iyang iberlaku isebagai alat 

pembuktian iyang ikuat. 

Jual ibeli iadalah isuatu iperjanjian 

ikonsensual, iartinya iia isudah idilahirkan 

isebagai isuatu iperjanjian iyang isah 

i(mengikat iatau imempunyai ikekuatan 

ihukum) ipada idetik itercapainya isepakat 

iantara ipenjual idan ipembelimengenai 

iunsur-unsur iyangpokok iyaitu ibarangdan 

iharga, ibiarpunjualbeli iitu 

imengenaibarang iyangtidak ibergerak. 

iMengenai isifat iperjanjian iini idiatur 

idalam iketentuan iPasal i1458 

iKUHPerdata iyang imenyebutkan ibahwa 

i“Jual ibeli itelah idianggap itelah iterjadi 

iantara ikedua ibelah ipihak, isegera 

isetelah iorang-orang iitu imencapai 

ikesepakatan itentang ibarang itersebut 

ibeserta iharganya, imeskipun ibarang iitu 

ibelum idiserahkan idan iharganya ibelum 

idibayar”. iKetentuan itersebut idiatur 

idalam iBuku iIII itentang iPerikatan idan 

iBab iV itentang iJual iBeli iKUHPerdata. 

iMenurut iSubekti, ijual ibeli iadalah isuatu 

iperjanjian idengan imana ipihak iyang 

isatu imengikatkan idirinya iuntuk 

imenyerahkan ihak imilik iatas isuatu 

 
3 Subekti. i1979. Hukum Perjanjian. Jakarta: 

iPT. iIntermasa 
4 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode 

Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk 

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, 

Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 

2018, hlm. 69. 

ibarang idan ipihak ilain iuntuk imembayar 

iharga iyang itelah idijanjikan.3 

 

B. METODE IPENELITIAN 

  Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif, merupakan penelitian ingin 

menemukan kebenaran hukum yang 

bersifat dogmatis, dan membutuhkan data 

sekunder yang bersumber dari hukum 

positif (das Sollen).4 Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang 

mengkaji studi dokumen dengan 

menggunakan data sekunder dengan bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. 

Penelitian hukum normatif berfokus pada 

norma hukum dan aturan perundang-

undangan dengan mengkaji dokumen dan 

teori hukum yang ada. Pokok kajiannya 

adalah hukum yang dikonsepkan pada 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang. 

Tujuannya dari penelitian hukum normatif 

adalah untuk memberikan penjelasan 

bagaimana menerapkan suatu peraturan 

Perundang- undangan yang berlaku.5 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Pengertian Peralihan Hak Atas 

Tanah  

Peralihan/pemindahan hak tanah 

disusun pada Undang-undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Pokok Agraria 

sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 

26 ayat (1) “Jual beli, penukaran, hibah, 

pemberian, wasiat, dan perbuatan-

perbuatan lain yan dimaksudkan untuk 

pemindahan hak milik serta 

pengawasannya diatur dengan peraturan 

pemerintah”. 

Peraturan Pemerintah yang 

dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

5 Laia, F., & Laowo, Y. S. (2024). Analisis 

Hukum Pemindanaan Pada Tindak Pidana 

Pencabulan Dengan Kekerasan: Analysis Of Penalty 

Laws In Criminal Offensesviolent Abuse. Jurnal 

Hukum Justice, 1-9. 
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 37 ayat (1), disebutkan “Pemindahan 

hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun melalui jual beli, tukar 

menukar, hibah, pemasukan dalam 

perusahaan dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali 

pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT”. 

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA 

mengatur mengenai peralihan hak milik 

atas tanah,dalam Pasal tersebut dijabarkan 

bahwa terdapat dua bentuk Peralihan hak 

atas tanah,diantaranya adalah dialihkan 

kepada pihak yang lain dan beralih kepada 

pihak lain,yang berikut adalah penjabaran 

mengenai dua bentuk peralihan hak milik 

atas tanah : 

a. Peralihan akta adalah suatu perbuatan 

yang dilakukan secara paksa atau 

perbuatan itu dilakukan “karena hukum” 

untuk kepentingan orang lain karena 

orang yang memiliki hak milik tersebut 

tidak dapat lagi memegang hak atas 

tanah itu secara sah atau pemilik hak 

milik tersebut telah meninggal dunia. 

Karena berlandaskan pada undang-

undang, pemilik sebelumnya tidak dapt 

lagi memiliki hak atas tanah,maka 

kepemilikan hak atas tanah dengan 

sendirinya berpindah kepada ahli waris 

jika ahli waris tersebut telah memenuhi 

syarat-syarat menurut Undang-Undang 

yang berlaku, 

b. Peralihan hak atas tanah dengan cara 

konversi adalah perindahan dari hak 

milik atas tanah kepada orang lain 

sehubungan dengan suatu perbuatan 

yang disengaja dengan maksud  

mengalihkan dan/atau mengalihkan hak 

atas tanah. Pengalihan hak atas tanah 

yang disengaja dapat dilakukan melalui 

berbagai tindakan hukum seperti 

penjualan, hibah, tukar menukar, 

penyertaaan (pemasukan) dalam modal 

perusahaan dan lelang. 

 
6 Andrian iSutedi, i2005.,Op.,Cit 

Pengalihan hak milik atas tanah itu 

tunduk pada bentuk dan berdasarkn pada 

peraturan yang berlaku. Oleh karena itu 

pemindahan hak milik atas tanah secara 

hukum wajib disertai dengan dasar hukum 

alas hak yang jelas dan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Dalam peralihan ha katas tanah 

merupakan suatu bentuk pertukaran dalam 

bentuk tanah dan uang (dalam bentuk 

apapun) yang disepakati oleh ke dua belah 

pihak sepanjang tidak melanggar hukum 

yang berlaku. dan menurut bentuk 

perjanjian yang dibuat kedua belah pihak.  

 

2. Pengertian iHak iMilik 

Hak imilik idiatur idalam iPasal i20-

27 iUndang-Undang iNomor i5 iTahun 

i1960 itentang iPeraturan iDasar ipokok-

Pokok iAgraria. iPengertian ihak imilik 

imenurut iketentuan iPasal i20 iayat i(1) 

iUUPA iadalah ihak iyang iturun itemurun, 

iterkuat idan iterpenuh iyang idapat 

idipunyai iorang iatas itanah idengan 

imengingat iketentuan iPasal i6 iUUPA 

ibahwa i“Semua ihak iatas itanah 

imempunyai ifungsi isosial”. Hak imilik 

idikatakan imerupakan ihak iyang iturun 

itemurun ikarena ihak imilik idapat 

idiwariskan ioleh ipemegang ihak ikepada 

iahli iwarisnya. iHak imilik isebagai ihak 

iyang iterkuat iberarti ihak itersebut itidak 

imudah ihapus idan imudah idipertahankan 

iterhadap igangguan idari ipihak ilain6. 

 

3. Pengertian iPendaftaran iTanah 

Pendaftaran itanah idalam iPasal i1 

iangka i1 iPeraturan iPemerintah iNomor 

i24 iTahun i1997 iyakni: iPendaftaran 

itanah iadalah irangkaian ikegiatan iyang 

idilakukan ioleh iPemerintah isecara iterus 

imenerus, iberkesinambungan idan iteratur, 

imeliputi ipengumpulan, ipengolahan, 

ipembukuan, idan ipenyajian iserta 

ipemeliharaan idata ifisik idan idata 

iyuridis, idalam ibentuk ipeta idan idaftar, 

imengenai ibidang-bidang itanah idan 

isatuan-satuan irumah isusun, itermasuk 
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ipemberian isurat itanda ibukti ihaknya 

ibagi ibidang-bidang itanah iyang isudah 

iada ihaknya idan ihak imilik iatas isatuan 

irumah isusun iserta ihak-hak itertentu 

iyang imembebaninya. 

 

4. Pengertian iSertifikat 

Sertifikat iadalah isuatu iakta iyang 

isengaja idibuat iuntuk ibukti itentang 

iadanya isuatu iperistiwa itertentu.7  

iPengertian isertifikat imenurut iPasal i1 

iangka i20 iPeraturan ipemerintah iNomor 

i24 itahun i1997, iadalah isurat itanda 

ibukti ihak isebagaimana idimaksud idalam 

iPasal i19 iayat i(2) ihuruf ic iUUPA iuntuk 

ihak iatas itanah, ihak ipengelolaan, itanah 

iwakaf, ihak imilik iatas isatuan irumah 

isusun idan ihak itanggungan iyang 

imasing-masing isudah idibukukan idalam 

ibuku itanah iyang ibersangkutan. 

Dalam perkembangan penerbitkan 

sertifikat hak atas tanah mengacu pada poin 

berikut: 

a. Tugas idan iFungsi iSeksi iPenetapan 

iHak idan iPendaftaran idi iKantor 

iPertanahan 

Berdasarkan iPeraturan iMenteri 

iAgraria idan iTata iRuang/Kepala iBadan 

iPertanahan iNasional iRepublik iIndonesia 

iNomor i17 iTahun i2020 itentang 

iOrganisasi idan iTata iKerja iKantor 

iWilayah iBadan iPertanahan iNasional 

idan iPertanahan. iKantor ipertanahan 

iadalah iinstansi ivertikal iKementerian 

iAgraria idan iTata iRuang/Badan 

iPertanahan iNasional idi iKabupaten/Kota 

iyang iberada idibawah idan ibertanggung 

ijawab ikepada iMenteri iAgraria idan iTata 

iRuang/Kepala iBadan iPertanahan 

iNasional imelalui iKepala iKantor 

iWilayah iBadan iPertanahan iNasional. 

Kantor iPertanahan imempunyai 

itugas imelaksanakan isebagian itugas idan 

ifungsi iBadan iPertanahan iNasional. 

iDalam imelaksanakan itugas isebagaimana 

idimaksud idalam iPasal i20, iKantor 

iPertanahan imenyelenggarakan ifungsi: 

 
7 James iJulianto iIrawan. 2014. iSurat 

iBerharga iSuatu iTinjauan iYuridis idan 

iPraktis.Jakarta: iPrenadamedia Group. 

a. Penyusunan irencana, iprogram, 

ianggaran idan ipelaporan; 

b. Pelaksanaan isurvei idan ipemetaan; 

c. Pelaksanaan ipenetapan ihak idan 

ipendaftaran itanah; 

d. Pelaksanaan ipenataan idan 

ipemberdayaan; 

e. Pelaksanaan ipengadaan itanah idan 

ipengembangan ipertanahan; 

f. Pelaksanaan imodernisasi ipelayan 

ipertanahaan iberbasis ielektronik; 

g. Pelaksanaan ireformasi ibirokrasi idan 

ipenanganan ipengaduan; idan 

h. Pelaksanaan ipemberian idukungan 

iadministrasi ikepada iseluruh iunit 

iorganisasi ikantor ipertanahan. 

Susunan iorganisasi iserta itugas 

imasing-masing iseksi, iyakni: 

a. Subbagian iTata iUsaha 

Berdasrkan iPasal i23 iPeraturan 

iMenteri iAgraria idan iTata iRuang/Kepala 

iBadan iPertanahan iRI iNomor i17 iTahun 

i2020, iSubbagian iTata iUsaha 

imempunyai itugas imelakukan ipemberian 

idukungan iadministrasi ikepada iseluruh 

iunit iorganisasi iKantor iPertanahan, 

ipelaksanaan ipengelolaan imodernisasi 

ipelayanan ipertanahan iberbasis 

ielektronik, idan ipelaksanaan ifasilitas 

ireformasi ibirokrasi idi iKantor 

iPertanahan. 

b. Seksi iSurvei idan iPemetaan 

Berdasrkan iPasal i25, iSeksi 

iSurvei idan iPemetaan imempunyai itugas 

imelaksanakan ipengukuran idan 

ipemetaan ibidang idan iruang, 

ipemeliharaan idan ikerangka idasar 

ikadastral inasional idan ipengukuran ibatas 

iadministrasi idan ikawasan, ipengukuran 

idan ipemetaan idasar, isurvei idan 

ipemetaan itematik ibidang idan ikawasan 

ipertanahan idan iruang iserta ipembinaan 

itenaga iteknis idan isurveyor iberlisensi. 

c. Seksi iPenetapan iHak idan iPendaftaran 

Berdasarkan iPasal i27, iSeksi 

iPenetapan iHak idan iPendaftaran 

imempunyai itugas imelaksanakan, 
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iinventarisasi, iidentifikasi, ipenegelolaan 

idata idan ipenyajian iinformasi ikegiataan 

ipenetapan ihak itanah idan iruang idan 

ipendaftaran itanah idan iruang, 

ipemeliharaan ihak iatas itanah idan iruang, 

ipenetausahaan itanah iulayat idan ihak 

ikomunal, ipenetapan idan ipengelolaan 

itanah ipemerintah, ihubungan 

ikelembagaan iserta ipembinaan idan 

ipengawasan imitra ikerja idan iPPAT. 

d. Seksi iPenataan idan iPemberdayaan 

Berdasarkan iPasal i29, iSeksi 

iPenataan idan iPemberdayaan 

imempunyai itugas imelaksanakan 

ilandreform, ipengelolaan idan ianalisis 

ipenguasaan, ipemilikan, ipenggunaan idan 

ipemanfaatan itanah, iredistribusi itanah, 

ipemberdayaan itanah imasyarakat, 

ipenatagunaan itanah, ipenataan itanah 

isesuai irencana itata iruang, ifasilitas 

ipenyususnan irencana itata iruang idan 

ipemanfaatan iruang idi idaerah, idan 

ipenataan iwilayah ipesisir, ipulau-pulau 

ikecil, iperbatasan idan iwilayah itertentu. 

e. Seksi iPengadaan iTanah idan 

iPengembangan 

Berdasarkan iPasal i31, iSeksi 

iPengadaan iTanah idan iPengembangan 

imempunyai itugas ipelaksanaan 

ipengadaan idan ipencadangan itanah, 

ikonsolidasi itanah ipengembangan 

ipertanahan idan ipemanfaatan itanah, 

iserta ipenilaian itanah idan iekonomi 

ipertanahan. 

f. Seksi iPengendalian idan iPenanganan 

iSengketa 

Berdasarkan iPasal i33, iSeksi 

iPengendalian idan iPenanganan iSengketa 

imempunyai itugas imelaksanakan 

ipengendalian ihak itanah, ialih ifungsi 

ilahan, iwilayah ipesisir, ipulau-pulau 

ikecil, iperbatasan idan iwilayah itertentu, 

ipenerbitan ipenguasaan, ipemilikan idan 

ipenggunaan, ipemanfaatan itanah, idan 

ipenanganan isengketa idan ikonflik, iserta 

ipenanganan iperkara ipertanahan 

i(Peraturan iKepala iBPN). 

Adapun iyang imenjadi imekanisme 

ipenerbitan isertifikat ihak imilik iatas 

itanah idalam iperjanjian ijual ibeli 

idikemukakan ioleh ibeliau iyaitu: iSetelah 

idilakukan ijual ibeli itanah imaka 

ipemohon ike iPejabat iPembuat iAkta 

iTanah iuntuk imengajukan ipengikatan 

ijual ibeli idengan imembuat iAJB i(Akta 

iJual iBeli). iSetelah ikeluar iSK iAJB inya 

imaka iakan ididaftarkan ike iKantor iBPN 

idalam ihal isertifikat ibalik inama. iBalik 

inama idalam ihal iini iyaitu ipemilik itanah 

iyang isebelumnya iakan idiganti idengan 

inama ipemilik itanah iyang ibaru. 

iPenerbitan isertifikat ihak imilik 

imempunyai imekanisme ipengumpulan 

idata ifisik i(ukuran, igambar idan 

ipemetaan), ipengumpulan idata iyuridis 

i(alas ihak, idan ihubungan ihukum 

ipertanahan). iHingga ipemetaan ihak idan 

ipembukuan idikantor ipertanahan. 

Menurut ibeliau idia 

imengemukakan ibahwa iadapun iyang 

imenjadi isyarat-syarat idalam ipembuatan 

isertifikat itanah iyaitu isebagai iberikut: 

isalah isatunya ikelengkapan ialas ihak 

i(bukti ikepemilikkan idan ipenguasa), 

iidentitas ipemohon, ipajak, itanda ibatas 

ipermanen idan isurat ipernyataan 

ipenguasaan ifisik. iDalam iproses 

ipenerbitan isertifikat itanah isesuai 

idengan iSOP iKantor iBPN, ipengukuran 

i14 i(empat ibelas) ihari, ipembuatan iSK 

iatau ipermohonan iSK i38 i(tiga ipuluh 

idelapan) ihari, ipendaftaran iSK iatau 

ipenerbitan isertifikat i46 i(empat ipuluh 

ienam) ihari, isehingga itotalnya i i98 ihari. 

1. Mekanisme iPenerbitan iSertifikat iHak 

iMilik iAtas iTanah iDalam iPerjanjian 

iJual iBeli 

Penerbitan isertifikat ihak imilik 

iatas itanah iyang idilaksanakan idi iKantor 

iPertanahan iKabupaten iNias iSelatan, 

imengacu ipada iPasal i23 iayat i(1) iUUPA 

idisebutkan ibahwa ihak imilik idemikian 

ijuga idengan iperalihannya, ihapusnya 

idan ipembebanannya idengan ihak-hak iini 

i iwajib ididaftarkan imenurut iketentuan 

iPasal i19 iUUPA, iperalihan ihk imilik 

iatas itanah ikarena ijual ibeli iwajib 

ididaftarkan imenurut iketentuan iPasal i19 

iUUPA itersebut. 
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Pelaksanaan ipendaftaran 

iperalihan ihak iatas itanah idalam 

iperjanjian ijual ibeli idi iKantor iBPN, 

ipemohon itidak idatang ilangsung ike 

iKantor iPertanahan. iTetapi, ipendaftaran 

iperalihan ihaknya idiwakilkan ioleh 

iPPAT. iHal iini, idisebabkan ikarena 

iselain iPPAT ibertugas imembuat iakta 

ijual ibeli i(AJB) itanah, iPPAT ijuga 

ibertugas imendaftarkan iperalihan ihaknya 

ipada ikantor ipertanahan isetempat iyang 

iselambat-lambatnya i7 ihari isejak 

iditandatanganinya iakta ijual ibeli i(AJB) 

ihak iatas itanah itersebut. 

Dalam hal terkait dengan 

mekanisme ini, sesuai dengan aturan yang 

berlaku sudah memadai dalam proses awal, 

sampai dalam penerbitan sertifikat akan 

banyak persoalan yang dihadapi terutama 

masyarakat, karena kekurangan informasi 

dalam hal apa yang seharusnya dipenuhi 

oleh masyarakat supaya pihak BPN, PPAT 

informasi itu dapat tersalurkan dengan baik. 

Namun, dalam pembahasan dari atas bahwa 

pembagian waktu (hari), lalu masih banyak 

dalam waktu 1 tahun sertfikat yang tidak 

keluar-keluar juga, pada hal masyarakat 

masyarakat sudah memenuhi semua 

persyaratan yang diperlukan. Seharusnya 

itulah yang dikoreksi oleh pemerintah 

dalam mewujudkan good government. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan itemuan ipenelitian 

idan ipembahasan iyang itelah idilakukan 

ioleh ipeneliti itentang iEfektifitas 

ipenerbitan iSertifikat ihak iMilik iAtas 

iTanah iDalam iPeralihan iJual iBeli, 

ipenulis idapat imenyimpulkan ibahwa 

idalam imenerbitkan isertifikat ihak imilik 

iatas tanah dalam peralihan karena 

transaksi ijual-beli itanah, imaka ipemohon 

ike iPejabat iPembuat iAkta iTanah 

i(PPAT) iuntuk imengajukan iperikatan 

ijual ibeli idengan imembuat iAkta iJual 

iBeli itanah. iSetelah ikeluar iSK iAJB, 

imaka iakan idi idaftarkan ike iKantor 

iBPN setempat iuntuk imelakukan 

ipendaftaran ihak imilik iatas itanah. iMaka 

ipihak iBPN imemberikan ipelayanan 

ikepada imasyarakat idalam imemberi 

iinformasi itentang iapa isyarat-syarat 

idalam ipengurusan isertifikat. 

Berdasarkan ikesimpulan itersebut 

idiatas, imaka iadapun iyang imenjadi 

isaran idalam ipenelitian iini iyaitu iagar 

iBPNiselektif idan iteliti idalam 

imenyelesaikan isuatu ipermasalahan 

ikepada imasyarakat idalam ipenerbitan 

isertifikat iagar itidak iterbit isertifikat 

iganda. iKepada iKantor iBPNidiharapkan 

iagar idapat imemberikan ipenyuluhan idan 

isosialisasi ikepada imasyarakat itentang 

ipentingnya isertifikat ihak imilik iatas 

itanah iberdasarkan iPeraturan iPemerintah 

iNomor i24 itahun i1997 itentang 

iPendaftaran iTanah, pemerintah harus 

terbuka dalam melakukan pekerjaan yang 

efisiensi terhadap pelayanan satu pintu. 
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